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ABSTRAK  

Perkawinan mengandung makna hak alami yang dianugerahkan sang Pencipta 

terhadap manusia untuk meneruskan keturunannya. Indonesia memiliki beragam 

agama dan kepercayaan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam perkawinan 

beda agama dan kepercayaan. Meskipun perkawinan semacam ini sudah berlangsung 

lama di Indonesia yang multikultural, namun tetap saja dapat menimbulkan 

kontroversi di masyarakat.  Dalam konteks hukum, penting kiranya untuk dicatat 

bahwa perkawinan yang sah memiliki efek hukum yang jelas. Masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana problematika yuridis perkawinan beda agama di 

Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami  

problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia.  

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif untuk 

memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian 

serta tidak ada bagian yang terlupakan. Penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berlaku atau 

diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Perkawinan beda agama 

menghadapi berbagai problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia yaitu 

pertama terjadinya kekosongan hukum dimana ada celah atau ketidaktegasan dalam 

peraturan hukum dan ketiadaan Undang-Undang yang mengatur jelas perkawinan 

beda agama dalam UU No 1 Tahun 1974 sehingga terjadi kekosongan hukum, kedua 

penyelundupan hukum yang terjadi terhadap pasangan yang ingin menikah beda 

agama tetapi kebanyakan dari mereka mendapatkan penolakan dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil untuk mencatat perkawinan mereka di Indonesia sehingga 

memilih melaksanakan perkawinan di luar negeri, ketiga tumpang tindih UU No 1 

tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 1 dengan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan pasal 35 (a), setelah melihat pasal 35 (a) UU Administrasi 

Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari 

suatu pasal UU yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan meskipun pasal 

tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama sehingga 

terjadi tumpang tindih terhadap UU tersebut. Untuk mengatasi problematika ini 

penelitian ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrance M. Friedman. 

Kesimpulannya bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat 

dibenarkan berdasarkan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam 

karena dapat terjadinya kekosongan hukum, penyelundupan hukum dan tumpang 

tindih Undang-Undang. Saran dari penulis diharapkan pemerintah selayaknya 

mengamandemen kembali Undang-Undang perkawinan yang saat ini berlaku dan 

memasukkan aturan baru terkait larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 

undang-undang perkawinan. Agar budaya hukum dapat ditegakkan dengan 

sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi 

Kependudukan. 

Kata Kunci: Problematika,Perkawinan, Agama.  
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